Hak-Hak Anak Buruh Migran dan UU Perlindungan Anak by SARASWATI, RIKA
7.46% PLAGIARISMAPPROXIMATELY
Report #12239083
Hak-Hak Anak Buruh Migran dan UU Perlindungan Anak Rika Saraswati,
SH.CN.M.Hum. Ph.D Abstrak Banyak orangtua yang tidak dapat menjalankan
kewajibannya dalam mengasuh anak, misalnya para pekerja migran perempuan
yang bekerja di luar negeri. Peran orangtua sangat penting dalam membentuk
identitas anak dan identitas social lainnya sesuai dengan hak-haknya
sebagaimana yang sudah diatir di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang sudah diperbaharui melalui UU Nomor 35
Tahun 2014. Dalam hal orangtua tidak bisa mengasuh anaknya karena menjadi
buruh migran, maka keluarga terdekat menggantikan peran mereka, dan
orangtua pengganti ini seyogyanya memiliki pengetahuan dan pemahaman
mengenai hak-hak anak yang sudah diatur oleh pemerintah melalaui berbagai
peraturan perundang- undangan nasional. Kata kunci: hak anak, buruh migran,
perlindungan anak 1. Pendahuluan Idealnya anak tumbuh dalam keluarga di
mana orangtua berperan Bersama- sama dalam mendidik anak. Akan tetapi
dalam kenyataanya banyak orangtua yang tidak dapat menjalankan
kewajibannya dalam mengasuh anak, misalnya para tenaga kerja perempuan
yang bekerja di luar negeri. Peran orangtua sangat penting dalam membentuk









sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang sudah diperbaharui melalui UU Nomor 35
TAhun 2014. Ketika seorang ibu bepergian ke luar negeri untuk bekerja, maka
pengasuhan anak diberikan kepada suami atau ayah si anak, atau keluarga
terdekat mereka. Agar supaya pihak-pihak yang mendapat 'beban' pengasuhan
anak dapat menjalankan perannya dengan sebaik- baiknya, maka kepada mereka
perlu diberi pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak anak, khususnya
hak-hak anak buruh migran. Hak-hak anak buruh migran pada prinsipnya
memiliki hak yang sama dengan anak- anak yang lain sebagaimana yang diatur
di dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Mengingat
rancangan peraturan desa (raperdes) yang akan dibuat bertujua untuk mengatur
hak dan kewaiban tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan keluarga
yang ditinggalkan, maka persoalan yang dihadapi oleh keluarga dan masyarakat
yang ditinggalkan perlu dikaji sebagai bahan yang perlu dimasukkan ke dalam
substansi raperdes. 2. Hak-Hak Anak Setiap anak pada prinsipnya memiliki
hak-hak yang dilindungi dan dijamin pemenuhannya oleh pemerintah Indonesia.
Kewajiban ini menjadi tanggungjawab pemerintah dengan dibantu masyarakat.









maka ada kewajiban bagi setiap orang dewasa untuk memperlakukan anak-anak
berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
Oleh karena itu, setiap
anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan: diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran,
kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
Hak-Hak anak diatur di dalam Konvensi Hak Anak dan berbagai berbagai
peraturan perundang-undangan nasional, seperti: UU tentang Hak Asasi Manusia,
UU tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta
undang-undang lain yang terkait.[1] Melalui berbagai peraturan
perundang-undangan tersebut hak-hak anak di berbagai aspek kehidupan dijamin
dan dilindungi oleh pemerintah. Berdasarkan berbagai peraturan tersebut, maka
hak-hak anak buruh migran yang ditinggalkan oleh orangtuanya bekerja di luar
negeri memiliki hak yang sama unntuk dijamin dan dilindungi hak-haknya
dengan tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yaitu:
non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang dan
penghargaan terhadap pendapat anak. 3. Hak Anak Buruh Migran atas
Pengasuhan Orangtua Persoalan yang dihadapi anak-anak yang orangtuanya,
terutama perempuan atau ibu, yang bekerja di luar negeri adalah pengasuhan
anak. Data dari BNP2TKI di tahun 2012 menyebutkan bahwa sekitar 7 juta TKI ,
80% adalah perempuan dengan rentang usia 18-40 tahun.[2] Dengan bekerjanya
perempuan ke luar negeri, maka terjadi pergeseran peran perempuan/istri yang










nafkah utama. Perubahan peran tersebut sangat membawa risiko, tidak hanya
untuk diri perempuan tersebut tetapi juga untuk keluarga dan anak yang
ditinggalkan. Anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunya bekerja di luar negeri
jelas tidak akan mendapatkan hak atas pengasuhan dan terlantar, sehingga
membutuhkan pengasuh alternative yang biasanya dilakukan oleh anggota
keluarga besar, seperti: paman, bibi, kakek atau nenek. Hal ini tentunya
bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan 26 Undang-Undang Perlindungan
Anak yang mengatur tentang kewajiban orangtua dalam mengasuh, memelihara,
mendidik dan melindungi anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kondisi ini
sangat terbalik dengan kondisi tempat perempuan buruh migran yang
kebanyakan bekerja sebagai pengasuh anak, di mana negara tersebut peran
pengasuhan anak (dalam hal tertentu) justru dilakukan oleh mereka sehingga
orangtuanya bias bekerja dengan leluasa dan memberikan beban urusan rumah
tangga kepada para perempuan Indonesia ini. Pengasuhan pada hakekatnya
meliputi penjagaan dan perawatan, pengawasan dan pengembangan. Penjagaan
dan perawatan merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memenuh kebutuhan
tumbuh-kembang anak. Kebutuhan anak tidak semata-mata kebutuhan fisik,
melainkan juga kebutuhan emosional berupa kasih sayang dan cinta. Selain itu
juga kebutuhan social berupa tanggungjawab dan kebutuhan spiritual. Penjagaan
dan perawatan yang ideal dilakukan oleh orangtua si anak, apabila salah satu
orangtua atau keduanya bekerja di luar negeri menjadi pekerja atau buruh
migran, maka harus ada pengasuhan alternative yang dilakukan oleh keluarga









lingkungan anak tinggal ikut melakukan penjagaan dan perawatan baik secara
langsung atau tidak langsung. Pengawasan terhadap anak yang ditinggalkan
orangtuanya juga perlu dilakukan agar hak-hak anak yang ditinggalkan dapat
terpenuhi dan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dapat dicegah.
Pengawasan pada hakekatnya merupakan bentuk pengendalian atau control
yang dilakukan dengan cara memperkenalkan norma-norma yang berlaku di
dalam masyarakat, termasuk norma hokum. Melalui pengenalan berbagai norma
yang ada di dalam masyarakat maka hak-hak anak telah diperkenalkan. Faktor
pengembangan terhadap anak juga sangat penting untuk membangun dan
membentuk karakter anak dengan cara berinteraksi dan berkomukasi.
Berdasarkan peran pengasuhan yang sangat penting terhadap tumbuh kembang
anak dan pemenuhanan hak-hak anak, maka hak-hak anak wajib untuk dilakukan
agar supaya nilai-nilai dalam Konvensi Hak Anak beserta berbagai peraturan
perundangan nasional dan rancangan peraturan desa dapat terwujud. 4.
Kesimpulan Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa
hak- hak anak buruh migran adalah sama dengan hak-hak anak lainnya yang
telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait
dengan hak anak. Berbagai hak yang dimiliki anak=anak buruh migran meliputi:
ha katas Pendidikan, kesehatan, beragama, social, budaya, ha katas pengasuhan
dan perlindungan khusus. Berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa
semua kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah inin didasarkan pada
kepentingan terbaik anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi sebagaimana yang
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